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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 214/PMK.07/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT 

KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) 

dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang 

Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah 

Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan 

mengenai penganggaran hibah dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, dipandang perlu untuk 

mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat 

Kepada Pemerintah Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 

tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 

tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH 

PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH. 

   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Menteri Keuangan menetapkan alokasi Hibah 

dalam APBN berpedoman kepada rencana kerja 

Pemerintah dengan prioritas untuk kegiatan 

investasi prasarana dan sarana pelayanan publik. 

(2) Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non 

kementerian dapat mengusulkan besaran hibah 

dan daftar nama Pemerintah Daerah yang 

diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri 
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Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan berdasarkan penetapan Menteri 

Keuangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1). 

(2a) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

bersama kementeriannegara/lembaga pemerintah 

non kementerian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) melakukan pembahasanatas usulan 

besaran hibah dan daftar nama pemerintahdaerah 

penerima hibahdengan mempertimbangkan: 

a. kontribusi daerah dalam pencapaian program 

prioritas nasional; 

b. sinkronisasi program hibah dengan sumber 

pendanaan lainnya; dan 

c. kinerja dan kesiapan daerah. 

(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas 

nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat 

Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-

masing Pemerintah Daerah setelah dasar 

pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan 

dalam negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan 

usulansebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 

penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah antara 

Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa 

dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat 

yang diberi kuasa. 

(5) Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur 

atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi 

kuasa menyusun Rencana Tahunan. 

(6) Penyusunan Rencana Tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh 

Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang 

diberi kuasa dengan kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian terkait. 
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